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ABSTRAK

Nadya Putri Syafira :  Tinjauan Penerimaan Retribusi 1zin
Mendirikan Bangunan Di Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang

Dosen Pembimbing : Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan penerimaan
retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang beralamat di JI. Ujung Gurun No.2,
Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena
pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui
dokumentasi dan wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan
bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang. Data yang
diteliti berupa pemotongan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada
tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan
retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Padang berjalan dengan kurang baik. Dikarenakan kurangnya
sosialisasi dan edukasi terhadap wajib retribusi, sehingga mempengaruhi kepatuhan
dan kesadaran wajib retribusi tersebut dalam membayarkan retribusi nya. Maka dari
itu diperlukan strategi untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan seperti, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib retribusi,
memberikan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak patuh, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Republik Indonesia
sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang memberikan
kesempatan kepada pemerintah daerah mengatur dan mengurus wilayahnya
sendiri untuk memperoleh sumber-sumber keuangan daerah melalui potensi
daerahnya masing-masing sehingga tanpa campur tangan dengan pemerintah
pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu wujud desentralisasi
fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat
digali oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai potensi daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah harus
menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi
masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan
makmur. Dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan perekonomian
masing masing daerah, maka setiap daerah membutuhkan dana untuk
mewujudkan perkembangan serta pembangunan disuatu daerah yang salah
satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan
yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peningkatan dan pengembangan



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kunci utama untuk
mencapai kemandirian daerah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan cerminan dari keberhasilan usaha-usaha dan tingkat kemampuan
daerah dalam membiayai penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan
dari daerah tersebut.

Salah satu sumber penerimaan yang mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber
pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggara pemerintah daerah.
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya
jasatertentu yang di berikan oleh negara bagi penduduknya secara peroroangan.
(Siahaan, 2016:5).

Pada Kota Padang, salah satu retribusi daerah yang memiliki kontribusi
penting dan potensial terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi izin
mendirikan bangunan. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah,
maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
tentang retribusi izin mendirikan bangunan yang dimana akan menjadi landasan
pengenaan serta penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi izin mendirikan
bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan



administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Objek retribusi izin
mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Instansi yang menangani bertanggung jawab untuk penerimaan retribusi
izin mendirikan bangunan di Kota Padang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUPR) Kota Padang merupakan pelaksana urusan di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang yang menjadi kewenangan
pemerintahan Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Berikut tabel penerimaan retribusi izin medirikan bangunan di Dinas
PUPR Kota Padang selama periode tahun 2019-2023 :

Tabel 1. Data Penerimaan Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan Pada Kota
Padang Tahun 2019-2023.

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE
2019 26.880.000.000 11.667.202.827 43,40%
2020 15.000.000.000 6.396.659.700 42,64%
2021 25.000.000.000 5.195.900.450 20,78%
2022 7.000.000.000 4.142.070.000 59,17%
2023 7.000.000.000 9.100.384.000 130%

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang (2024)




Dapat dilihat bahwa penerimaan penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan di Dinas PUPR Kota Padang tahun 2019 hingga 2023 realisasi
mengalami naik turun (fluktuasi). Dikarenakan adanya kenaikan atau pun
penurunan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan setiap
tahunnya. Realisasi pada tahun 2023 menjadi Rp. 9.100.384.000 yang melebihi
dari target yang diharapkan dikarenakan banyaknya investor besar yang
melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Oleh karena itulah realisasi
pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

Berdasarkan Tabel 1. Target penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari target yang telah di
tentukan pada tahun 2021. Dapat kita lihat pada tahun 2022 target retribusi izin
mendirikan bangunan diturunkan menjadi Rp. 7.000.000.000, dasar dalam
penurunan target tersebut yaitu di lihat dari kondisi di lapangan tidak banyak
nya wajib retribusi yang melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan pada
tahun tersebut. Oleh karena itu dari evaluasi tahun 2021 realisasi penerimaan
retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2022 diturunkan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut
tentunya cukup banyak potensi Pendapatan Asli Daerah yang hilang dari
retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Padang. Hal ini terjadi karena ada nya hambatan dalam penerimaan
retribusi izin mendirikan bangunan yang dapat berasal dari faktor internal dan

faktor eksternal. Hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan



dapat dilihat seperti masyarakat belum terlalu sadar penting nya pengurusan izin
mendirikan bangunan, serta kendala pada sumber daya manusia yang
melakukan pengelolaan.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak
khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang untuk
menyusun strategi optimalisasi penerimaan penerimaan retribusi izin medirikan
bangunan. Hal ini terjadi tentu perlu adanya dukungan dan sosialisasi yang
dilakukan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
dan juga kesadaran wajib retribusi itu sendiri untuk melakukan pengurusanizin
mendirikan bangunan. Jika realisasi retribusiizin mendirikan bangunan berjalan
dengan optimal dan mencapai target maka akan meningkatkan realisasi
Pendapatan Asli Daerah. Dan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan daerah yang cukup
besar unruk kedepannya.

Berdasarkan paparan masalah yang telah saya uraikan diatas maka saya
tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “TINJAUAN
PENERIMAAN RETRIBUSI I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

PADANG”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.

2.

Bagaimana tinjauan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?

Apa hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?

Bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin
mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

Untuk mengetahui hambatan penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin
mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Padang.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan
penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
b. Mampu memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat yang
berhubungan dengan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis
mengenai penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang serta menjadi
pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.
b. Bagi Kantor Dinas PUPR Kota Padang
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bapenda dan menjadi bahan
masukan dan pertimbangan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan.
c. Bagi Pembaca
Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta memberikan informasi
mengenai penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan penulis dalam penelitian
tentang penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang menunjukkan
kondisi yang kurang baik yaitu tidak memenuhi target pada 5 tahun
belakangan, tetapi pada tahun terakhir dapat melebihi dari target yang telah
di tentukan. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya wajib retribusi
yang tidak melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan yang
mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan
(IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

2. Hambatan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu
kurang nya pengetahuan masyarakat terhadap penting nya melakukan
pengurusan izin mendirikan bangunan. Serta masih ada wajib retribusi tidak
melaporkan bangunan yang akan di bangun dan membangun tanpa izin
mendirikan bangunan sehinnga penerimaan retribusi tidak berjalan dengan

baik dan optimal.

49
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3. Strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Padang yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan
pengurusan retribusi izin mendirikan bangunan kepada wajib retribusi untuk
meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran. Serta perlu
menambah jumlah petugas dalam pengurusan izin mendirikan bangunan
(IMB).

B. Saran
Dari penelitian yang telah saya lakukan, adapun saran yang dapat saya
berikan sebagai penulis untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang terkait penerimaan

retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kota Padang perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai pentingnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang perlu

memperhatikan kekurangan jumlah petugas dalam penerimaan retribusi izin

mendirikan bangunan (IMB), agar penerimaan retribusi dapat berjalan dengan

optimal.
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